
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19 0 t ntang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupa en dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berit 
Tahun 1950, Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20 
Keuangan Negara (Lembaran 

1. 

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Me teri alam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta guna~el 
dan ketertiban proses akuntansi dal · 
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analis s tr 
sampai dengan pelaporan keuangan iling 
Pemerintah Daerah, perlu mengatur syste 
pemerintah daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kab pate 
sebagaimana telah diubah dengan Pera ran 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peru ahan 
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 te tang istem 
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabup ten 
dianggap sudah tidak sesuai sehingga perlu 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu 
Peraturan Bupati Tentang Sisten Akuntansi Pem rintah 
Daerah Kabupaten Tegal. 

BUPATI TEGAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN TEGAL 

PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR 31 TAHUN 2022 

PROVINS! JAWA TENGAH 

BUPATI TEGAL 

Mengingat 

Menimbang 



en tang 
publik 

en tang 
Um um 

2005 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 986 entang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya D erah ingkat 
II Tegal dan Kabupaten Daerah Ting at I Tegal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 1986 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Neg 
Indonesia Nomor 3321; 

en tang 
g-un angan 
ah 2011 

5. 

4. 

3. 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 
Pembentukan Peraturan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Neg 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2 en tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg a R publik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) 
se bagaimana telah be berapa kali diu ah rakhir 
dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 020 entang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara RI Norn r 65 3); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
Pengelolaan Keuangan Badan Lay 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Neg 
Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
Pinjaman Daerah (Lembaran Neg a 

6. 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Lembaran Negara Republik Indonesia No 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun ntang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Neg a R publik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambah Le baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); I 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Jo4 entang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tan~ng Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara R publik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, I T bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No~r 44 O); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2 04 entang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerin Pu at dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lemb an Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norno 
2013 ten tang Penerapan Standar 
Pernerintahan (SAP) Berbasis Akrual pad 

K.05 

Peraturan Pemerintah Nornor 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernb an 
republic Indonesia Tahun 2019 Nornor 42); 

1 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
/2011 tentang Pedoman Umurn Siste 
Pernerintahan (Berita Negara Republi 
Tahun 2011 Nomor 899); 

16. 

15. 

Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2 06 t ntang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pern rintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nornor 25, Tambahan Lernbaran Neg]I a R publik 
Indonesia N omor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 t ntang 
Standar Akuntansi Pernerintahan (Lernb . an egara 
Republik Indonesia Tahun 2010 N 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republi 
Nornor 5165); 

14. 

13. 

Indonesia Tahun 2005 Nornor 136, 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn I r 45 

11. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2 
Dana Perimbangan (Lernbaran Negar 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, ahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn r 45 5); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2 
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lernb an egara 
Republik Indonesia Tahun 2005 N rnor 138, 
Tambahan Lernbaran Negara Repub~ In onesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diu ah engan 
Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2 10 t ntang 
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah No 
Tahun 2005 tentang Sistern Informas Ke 
Daerah (Lembaran Negara Republik Ind1esia 
2010 Nomor 110, Tambahan Lernb an 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

Peraturan Pemerintah Nornor 57 Tahun 2005 t ntang 
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lernb an egara 
Republik Indonesia Tahun 2005 N 139, 
Tambahan Lernbaran Negara Republi 
Nornor 4577);' 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal, 

Pasal l 

4 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AK NTANSI 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

24. 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 
Nomor 3). 

pada Entitas Pemerintah Pusat; 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Norn r 12 ahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susun gkat 
Daerah Kabupaten Tegal (Lembar 
Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12) 
telah diubah beberapa kali terakhir deng 
Daerah Kabupaten Tega! Nomor 10 
tentang Perubahan Kedua Atas Peratu an 
Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2 16 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Kabupaten Tega!; d 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2 21 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 1425); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Perencanaan Pembangunan dan Keuang 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Ke 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia ah 
Nomor 1781); 

21. Keputusan Menteri Keuangan 
01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitasi 
Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem 
Pemerintah; 

22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
/2013 tentang Tabel Masa Manfaat D 
Penyusutan Barang Milik Negara Berup 



maupun antar entitas. 

10. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya dising 
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, per atan dan 
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 
sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan 
Pemerintahan Daerah. 

11. Pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan m nyajikan 
laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi k butuhan 
pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterb dingan 
laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode 
entitas. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanj1*nya isingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahari dae ah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan D 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

periode 

keuangan. 

9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsi , dasar­ 
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spe ifik yang 
dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam men 
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk 
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka 
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, ant 

la po ran 

8. 

7. 

6. 

5. 

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejad an euangan, 
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat S P adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Jenyu un dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, be an, aset, 
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis al, serta 
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam elaporan 
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. 

Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat 
PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. 

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik ya±ig di 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyaji 

4. 

sebagai 
2. Bupati adalah Bupati Tegal, 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tegal dan perangkat 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah, 



22. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah lap ran yang 
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional euangan 
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-Lb, be an dan 
surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelapor yang 
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

23. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalj lapo an yang 
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubah kas dan 
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas tlan s tara kas 
pada tanggal pelaporan. 

21. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuan an suatu 
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pad tanggal 
tertentu. 

dengan 

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA 
transfer, surplus/ defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa I lebi 
pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingk 
anggarannya dalam satu periode. 

20. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjjtnya disingkat 
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenai 
penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiL 
koreksi dan SAL akhir. 

adalah 19. 

1 dan 

ekuitas, 
be ban, 

ran yang 

menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, 
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-L9 d 
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelap 

I 
bersangkutan. 

1 7. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang 
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

18. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secar lengkap 
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

16. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria p ncatatan 
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehi a akan 

14. 

13. 

i aset, 

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terj di, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaru! tran 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau di 
Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta meng 
utang dan ekuitas dana berbasis akrual. 

15. 



29. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna ggaran/ 
pengguna barang yang wajih menyelenggarakan akuntansi dan 
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

30. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut etentuan 
peraturan perundang-undangan wajih menyampaikan laporan 
pertanggungjawahan berupa laporan keuangan. 

31. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Um 
yang menarnbah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun 

I 
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan ti 
dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 

32. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang 
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang her ang 
tidak perlu dibayar kembali. 

33. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Da rah yang 
mengurangi Saldo Anggaran Lehih dalam periode tahun 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pemhayarannya ke 
pemerintah daerah. 

34. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi ja a dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapa berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timhulnya kewajihan. 

35. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dihay 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pa a tahun 

umum daerah. 

26. 

25. 

24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LP adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan eku tas yang 
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas khir. 
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat C K adalah 
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daf terinci 
a tau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, L SAL, LO, 
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memad 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingka~ S adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
anggaran/ pengguna barang. 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjJtnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daer selaku 
pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga mel 
pengelolaan keuangan daerah. 

28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dising 
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ying m mpunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai b ndahara 

27. 



(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat pilihan pros dur dan 
teknik akuntansi dalam melakukan identifi.kasi transaksi, penca tan pada 

BABN 
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Sistem Akuntansi Pe erintah 
Daerah (SAPD). 

Pasal 3 

dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi pemerintah daer 
rangka penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual. 

Pasal 2 

daftar 

/pos 

pemerintah daerah. 

38. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 

39. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar 
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai de 
seharusnya. 

40. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir perio 
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan [Yang 
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan y 
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 

41. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adal 
kodefi.kasi dan klasifi.kasi terkait transaksi keuangan yang disus 
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan 
keuangan pemerintah daerah. 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
berikutnya. I 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai darr/atau di 
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan ari mana 
manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapk dapat 
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat se dapat 
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuan an yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber­ 
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

37. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 1 u yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

36. 



( 1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan okumen 
anggaran. 

Pasal 6 

BABV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 5 

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: 
a. sistem akuntansi PPKD; dan 
b. sistem akuntansi SKPD. 

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungka atas 
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pe 
aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusun 
keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan kon 
pemerintah daerah. 

(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf b 
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungka atas 
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban ekuitas, 
penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SK D. 

(4) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam piran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu 

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri 
atas: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca s o serta 
penyajian laporan keuangan. 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 

WIDODO JOKO MULYONO 

Diundangkan di Sl wi 
pada tanggal 
SEKRETARIS DA 

IUMIAZIZAH 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan eraturan 

Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah K bupaten 

Tegal. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal 8 

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bup ti Nomor 
18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabup ten Tegal 
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 18) sebagai an telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 ten tang P rubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Te 
2016 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 


